
DEPARTEMEN KEUANGAN REPLIBI-IK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 

PERAT1.IFIAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN 
NOMOR PER - 4 2 IPBl2005 

TENTANG 

PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN 
NOMOR PER-30lPBl2005 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA HlBAH 

MULTI-DONOR TRUST FUND FOR ACEH AND NORTH SUMATRA (MDTFANS) 
FOR RECONSTRUCTION OF ACEH LAND ADMINISTRATION SYSTEM (RALAS) PROJECT 

NO: TF-055353-IND 

DIl?EKTlJI? JENDERAL PERBENDAHAWN, 

i~?t:ii!n7bai?~ . a. bahwa untuk rne:~ipe;c=epat :ealisasi pinjamanlhibah luar negeri 

a dalarn rangka membantu pernbiayaan program perbaikan (recovsry) 
dan perlindungan (proteksi) kepemilikan hak atas tanah masyarakat 
Aceh akiba: bencana Tsunami dan pembangunan kembali sistem 

-L administrasi pertanahan di Aceh, telah dibuat petunjuk pencairan 
dana; 

b. bahwa sehubungan dengan masih perlu dilakukannya Seberapa 
penyempurnaan terhadap petunjuk pencairan dana sebagaimana 
dimaksud daiam blitir a, perlu kiranya dilakukan perubahan 
terlrtama terhadap Mata Anggaran Pengeluaran dan format SP2D; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
nuruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal 
PerSendaharaan tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal 
Per~endaharaan Nomor PER-30/PB/2005 tentang Petunjuk 
Pencairan Dana Hibah Multi-Donor Trust Fund for Aceh and North 
Sumatra (MDTFANS) for Reconstruction of Aceh Land 
Administration System (RALAS) Project No: TF-055353-IND. 

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembarar! Negara Pepclblik lndonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Momor 4355); 

3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang 
Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan 
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam 
rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan 
Grant atau Dana Pinjaman Luar Negeri; 



5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, 
Tamt~ahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4214) 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. ,72 
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 
Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 441 8); 

6. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 120, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4330) 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nornor 61 
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 80 
Tahun 2003 tentang Pedornan Pelaksanaan Pengadaan 
BarangIJasa lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2004 Nomor 77); 

7. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara 
Perencanaan Pembangunan NasionalIKetua Bappenas No. 
185lKMK.0311995 dan Kep.0311Ket~511995 tanggal 5 Mei 1995, 
yang telah diperbaharui dengan Keputusan Bersama Menteri 
Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 
NasionalIKetua Bappenas No. 459lKMK.0311999 dan KEP- 
264lKETl0911999 tanggal 29 September 1999; 

8. Keputusan Menteri Keuangan No. 486/KMK.04/2000 tanggal 20 
November 2000 tentang Perubahan Kedua KMK No. 
2391KMK.0111996 tanggal 1 April 1996 sebagaimana telah diubah 
dengan Kepmenkeu No. 463/KMK.01/1998 tanggal 21 Oktober 
1998 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan 
Pajak Penghasilan dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah 
yang Dibiayai dengan Grant atau Dana Pinjaman Luar Negeri; 

9. Keputusan Menteri Keuangan No. 302lKMK.0112004 tanggal 23 
Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departernen 
Keuangan; 

10. Keputusan Menteri Keuangan No. 2141KMK.01/2005 tanggal 2 Mei 
2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
Negara; 

11. Peraturan D.irektur Jenderal Perbendaharaan No. 02/PB/2005 
tanggal 9 Mei 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran 
atas Beban APBN; 

12. Surat Bank Dunia tanggal 22 Agustus 2005 tentang Penetapan 
Masa Berlaku Efektifnya Multi-Donor Trust Fund for Aceh and North 
Sumatra for Reconstruction of Aceh Land Administration System 
(RALAS) Project Grant Agreement No. TF-055353-IND 



Menetapkan : PERATURAN DlREKTLlR JENDERAL PERBENDAHARAAN 
TEIVTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 
PERBENDAHARAAN NOMOR PER-3OIPB-2005 TENTANG 
PE-TUNJUK PENCAIRAN DANA HlBAH MULTI-DONOR TRUST 
FUND FOR ACEH AND NORTH SUMATRA (MDTFANS) FOR 
RECONSTRUCTION OF ACEH LAND ADMINISTRATION SYSTEM 
(RALAS) PROJECT NO: TF-055353-1 ND 

PASAL l 

Ketentuan pasal 4 ayat (1) butir a, b, f (iii) dan f (iv) perlu diubah, 
sehingga keseluruhan pasal 4 berbuliyi sebagai berikut: 

(1) Penerbitan SP2D dilaksanakan dengan ketentuan sebagai 
berikut : 

a. Penerbitan SP2D-LS Reksus 
Terhadap SPM-LS Reksus yang disampaikan oleh 
pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran, KPPN 
menerbitkan SP2D-LS Reksus atas beban Rekening 
Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 3 pada BRI 
Cabang Kebayoran Baru. Untuk selanjutnya, Bank BRI 
secara langsung memindahbukukan dana dimaksud ke 
Rekening Kas Negara pada Bank Operasional I Mitra kerja 
KPPN. 

b. Penerbitan SP2D-GUP Isi Reksus 
Terhadap SPM-GUP Isi Reksus yang disampaikan oleh 
pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran, KPPN 
menerbitkan SP2D-GUP Isi Reksus atas beban Rekening 
Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 3 pada Bank 
BRI Cabang Kebayoran Baru. Untuk selanjutnya, Bank BRI 
secara langsung memindahbukukan dana dimaksud ke 
Rekening Kas Negara pada Bank Operasional I mitra kerja 
KPPN. 

c. Penerbitan SP2D-GUP Potongan Reksus 
Terhadap SPM-GUP Potongan Reksus yang disampaikan 
oleh pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran, 
KPPN menerbitkan SP2D-GLIP Potongan Reksus sebesar 
jumlah yang masih dapat dibayarkan atas beban Rekening 
Khusus pada BRI Cabang Kebayoran Baru. KPPN pada 
saat menerbitkan SP2D-GUP Potongan Reksus sekaligus 
menerbitkan SP2D Pengganti. 



d. Penerbitan SI32D-GUP hlihil Reksus 
Terhadap SPM-GUP Nihil Reksus yang disampaikan oleh 
pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran, KPPN 
menerbitkan SP2D-GUP Nihil Reksus. KPPN pada saat 
menerbitkan SP2D-GUP Nihil Reksus sekaligus 
menerbitkan SP2D Pengganti 

e. KPPN membukukan SPM-LSIGUP Isi/Potongan/Nihil 
Reksus yang telah diterbitkan SP2D-nya sebagai 
pengeluaran anggaran dengan membebankan kepada 
MAK belanja terkait dan sekaligus membukukan 
penerimaan penarikan hibah dengan mata anggaran 
431213. 

f. Penerbitan SP2D Pengganti 
(i) Untuk SP2D-GUP Potongan Reksus yang telah 

diterbitkan, KPPN menerbitkan SP2D Pengganti 
sebesar jumlah potongan yang tercantum dalam SPM- 
GUP Potongan Reksus berkenaan. 

(ii) Untuk SP2D Nihil Reksus yang telah diterbitkan KPPN 
menerbitkan SP2D Pengganti sebesar jumlah 
pengeluaran atau potongan yang tercantum dalam 
SPM-GUP Nihil Reksus berkenaan. 

(iii) Pada saat menerbitkan SP2D Pengganti, KPPN 
membebankan pada pengeluaran Rekening Khusus 
pada Bank BRI Cabang Kebayoran Baru. Pengeluaran 
tersebut dibukukan pada mata anggaran 82421 1. Pada 
saat bersamaan KPPN juga membukukan penerimaan 
penarikan hibah dengan mata anggaran 431 21 3. 

(iv) Contoh SP2D-LSIGWP Isi/Potongan/Nihil Reksus dan 
SP2D Pengganti sebagaimana diatur dalam Peraturan 
dirjen Perbendaharaan Nomor PER-30JPBl2005 
tanggal 20 September 2005 disempurnakan dan 
diadakan penambahan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan 
ini. 

(v) SPM Perlgganti dibuat KPPN dengan menggunakan 
program aplikasi dan penandatangan SPM Pengganti 
adalah Kepala Subbagian Umum masing-masing 
KPPN. 

(vi) KPPN setiap awal bulan, paling lambat setiap tanggal 
10 wajib melakukan rekonsiliasi atas pembayaran 
SP2D Reksus dan SP2D Pengganti dengan mitra 
kerjanya. 



Dalam pelaksanaan penerbitan SP2D Uang Persediaanl 
Tambahanl Penggantian Uang Persediaan 
(UP/TUP/GLIP) harus diperhatikan hal-ha1 sebagai 
berikut: 

a. Pembayaran Uang Persediaan dan Tambahan Uang 
Persediaan (SP2D-UPTTUP) tidak dibebankan pada 
Rekening Khusus sebagaimana tersebut dalam pasal 
3 tetapi dibebankan pada Rekening Kas Negara. 

b. Penyampaian SPM-GUP oleh Pejabat yang diberi 
kewenangan untuk menandatangani SPM harus 
disertai dengan daftar Rekapitulasi Peqgeluaran per 
Kategori NPLN sesuai dengan lampiran Ill Surat 
Edaran Direktur Jenderal Anggaran No. SE- 
20lPJ6110291 tanggal 1 1 Februari 1991. 

PASAL II 

Mengubah lampiran 1 1 ,  111, IV, dan V, serta menambahkan 
lampiran VI, dan VII sebagaimana terlampir. 

PASAL I I1 

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku 
sejak tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan 
pengumtiman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
Oktober 
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